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 Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan akuntansi berbasis 
akrual dalam penyusunan laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera 
Utara Tahun 2023, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 
Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). Laporan keuangan ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Studi ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis laporan 
keuangan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap SAP dan efektivitas 
penyajian informasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan akuntansi akrual berjalan dengan baik, meskipun masih 
terdapat beberapa kendala dalam pencatatan aset dan penyusutan. 
Oleh karena itu, optimalisasi sistem informasi keuangan dan 
peningkatan kapasitas pegawai merupakan langkah strategis untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah. 
 

ABSTARCT 

This study aims to assess the implementation of accrual-based 
accounting in the preparation of the financial statements of BPMP North 
Sumatra Province in 2023, referencing Government Regulation No. 71 
of 2010 concerning the application of Government Accounting Standards 
(SAP). The financial statements include the Budget Realization Report 
(LRA), Balance Sheet, Operational Report (LO), Statement of Changes 
in Equity (LPE), and Notes to Financial Statements (CALK). This study 
uses a qualitative descriptive method with financial statement analysis to 
evaluate compliance with SAP and the effectiveness of financial 
information presentation. The results show that the implementation of 
accrual accounting has been successful, although there are still some 
challenges in asset recording and depreciation. Therefore, optimizing 
financial information systems and enhancing employee capacity are 
strategic steps to improve the quality of financial statements and the 
accountability of government financial management. 
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Pendahuluan 
Akuntansi berbasis akrual telah ditetapkan sebagai standar dalam pelaporan keuangan 

pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan sistem akuntansi akrual di sektor publik bertujuan untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan informasi keuangan yang lebih 
lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebelumnya, laporan keuangan pemerintah 
menggunakan basis kas, yang memiliki kekurangan dalam menggambarkan posisi keuangan secara 
menyeluruh, khususnya terkait pencatatan aset, kewajiban, dan biaya yang belum terealisasi dalam 
bentuk kas. BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu 
lembagadi bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 
yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Sebagai entitas akuntansi pemerintah, BPMP diwajibkan untuk 
menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dengan cara yang 
transparan dan akuntabel, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien. 

Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistem 
akrual, yang mencakup beberapa elemen utama, seperti: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Dengan diterapkannya sistem akrual, laporan keuangan BPMP diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi keuangan lembaga, sehingga dapat 
mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien oleh para pemangku kepentingan. Sejalan 
dengan itu, efektivitas sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi 
keuangan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan akuntansi akrual. Penggunaan 
Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai alat bantu dalam pelaporan keuangan 
diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan transaksi 
keuangan. Namun, tantangan dalam integrasi data dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih 
menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual 
dalam penyusunan laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi ini dilakukan untuk 
menilai sejauh mana penerapan akuntansi berbasis akrual telah dilaksanakan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga 
berfokus pada identifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, baik dari 
sisi teknis maupun non-teknis, seperti pemahaman sumber daya manusia (SDM), pencatatan aset 
tetap, dan efektivitas sistem informasi akuntansi yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap transparansi dan 
akuntabilitas laporan keuangan BPMP, serta dampaknya terhadap kualitas informasi yang disajikan 
dalam pengelolaan keuangan publik. 

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara 
Tahun 2023, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Aspek 
yang dikaji meliputi struktur laporan keuangan, metode pencatatan transaksi, serta tantangan dan 
dampak implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini tidak mencakup aspek operasional 
atau manajemen keuangan secara keseluruhan, tetapi lebih menekankan pada sistem pencatatan 
dan pelaporan keuangan yang digunakan di BPMP. 
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Akuntansi berbasis akrual adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan dan beban 

pada saat terjadinya transaksi, tanpa bergantung pada apakah kas sudah diterima atau dibayarkan. 

Sistem ini berbeda dengan akuntansi berbasis kas yang hanya mencatat transaksi saat terjadi arus 

kas masuk atau keluar. Dalam konteks pemerintahan, penerapan akuntansi berbasis akrual 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat tentang kondisi keuangan suatu entitas 

pemerintah, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik 

(Mahmudi, 2020). 

Di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik diatur oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini 

mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan dengan 

menggunakan basis akrual. Penerapan sistem ini memungkinkan laporan keuangan untuk 

mencakup seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih menyeluruh, yang pada 

gilirannya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Bastian, 2021). 

Namun, implementasi akuntansi akrual dalam pemerintahan menghadapi berbagai 

tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep akrual, 

keterbatasan sistem informasi akuntansi yang mendukung pencatatan secara akurat, serta kendala 

dalam pencatatan aset tetap dan penyusutan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, meskipun sistem 

ini telah diterapkan secara luas di berbagai instansi pemerintahan, masih diperlukan upaya lebih 

lanjut dalam meningkatkan kualitas pencatatan keuangan yang berbasis akrual. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi pedoman utama dalam 

penyusunan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia, SAP diatur melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, yang mewajibkan seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah untuk 

mengadopsi akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangannya. SAP ini mengatur penyajian 

laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

2. Neraca; 

3. Laporan Operasional (LO); 

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 

BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu 

lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah 

disusun menggunakan basis akrual, sebagaimana diatur dalam SAP. 

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi 

(SAKTI), yang digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan oleh satuan kerja di 

bawah Kementerian Pendidikan. Meskipun laporan keuangan telah disusun berdasarkan SAP 

berbasis akrual, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti pencatatan aset 

tetap, penyusutan aset, serta pemahaman SDM terhadap konsep akrual. Oleh karena itu, evaluasi 

lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi akrual dalam laporan 

keuangan BPMP. 

Menurut penelitian sebelumnya (Mardiasmo, 2018), keberhasilan implementasi akuntansi 

berbasis akrual sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan serta optimalisasi sistem informasi 
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akuntansi menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan penerapan akuntansi akrual 

di sektor publik. 

Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dalam laporan 
keuangan BPMP. Metode ini diterapkan untuk menganalisis kebijakan akuntansi, kepatuhan 
terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam 
implementasi akuntansi akrual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan studi literatur yang 
meliputi jurnal, buku, serta artikel terkait dengan penerapan akuntansi akrual di sektor publik. 
 Data dikumpulkan melalui pencarian dokumen dari portal jurnal akademik, situs web resmi 
pemerintah, serta publikasi institusi terpercaya. Proses seleksi dilakukan dengan memilih sumber 
yang memiliki kredibilitas tinggi serta relevansi dengan tujuan penelitian. Untuk memastikan validitas 
dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana informasi dibandingkan 
dari berbagai referensi independen guna memastikan konsistensi data. Selain itu, dilakukan evaluasi 
kredibilitas terhadap setiap sumber yang digunakan, dengan memprioritaskan publikasi akademik 
dan dokumen resmi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang 
komprehensif mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor publik, meskipun tanpa 
melakukan survei atau wawancara langsung dengan pihak terkait. 

 
Hasil dan Pembahasan 

 
Berdasarkan analisis masing-masing laporan, dapat disimpulkan bahwa BPMP Pemeintah 

Provinsi Sumatera Utara telah menyusun laporan keuangannya pada tahun 2023 sesuai dengan 
sistem akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) masih berbasis kas, sementara Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), dan CALK telah berbasis akrual sebagaimana diwajibkan dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk menilai sejauh mana laporan keuangan BPMP Pemprovsu 
telah sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, berikut adalah analisis keterkaitan masing-
masing laporan dengan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

 
1. Laporan Realisasi Anggaran  
 

Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara masih 
disusun dengan menggunakan basis kas, sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai realisasi 
pendapatan dan belanja yang terjadi selama periode anggaran berdasarkan penerimaan dan 
pengeluaran kas. Dalam laporan ini, BPMP mencatat pendapatan hibah, belanja pegawai, belanja 
barang, belanja modal, serta belanja lainnya yang telah direalisasikan sepanjang tahun anggaran 
yang berlangsung. 

Namun, karena menggunakan basis kas LRA hanya mencerminkan transaksi yang sudah 
mempengaruhi arus kas, tanpa mempertimbangkan kewajiban yang masih harus dibayarkan atau 
pendapatan yang masih harus diterima. Oleh karena itu, agar memberikan informasi keuangan yang 
lebih komprehensif, LRA perlu diseimbangkan dengan Laporan Operasional (LO) dan Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE) yang berbasis akrual untuk menggambarkan kondisi keuangan yang lebih 
menyeluruh. 
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Gambar 1. Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 31 Desember 2022 dan 2023 
 
2. Neraca 

Neraca dalam laporan keuangan BPMP telah disusun dengan basis akrual, sehingga 
mencerminkan posisi keuangan BPMP pada akhir periode pelaporan. Laporan ini menyajikan 
informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh BPMP. Pencatatan aset tetap, 
kas dan setara kas, piutang, serta kewajiban jangka pendek dan panjang telah dilakukan sesuai 
dengan prinsip akrual, yang mengakui transaksi berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul. 

Meskipun laporan ini telah sesuai dengan sistem akuntansi berbasis akrual, masih terdapat 
tantangan dalam pencatatan aset tetap dan penyusutannya, karena tidak semua aset telah 
diperbarui sesuai dengan nilai wajar atau telah dilakukan perhitungan depresiasi secara berkala. 
Selain itu, pengakuan kewajiban seperti utang usaha dan beban yang masih harus dibayar juga 
perlu diperjelas agar sesuai dengan prinsip akrual, yang mencatat kewajiban pada saat terjadinya 
transaksi, bukan hanya ketika pembayaran dilakukan. 

 

 
 

Gambar 2. Tabel Neraca 31 Desember 2023 
 

3. Laporan Operasional  
Laporan Operasional (LO) BPMP disusun berdasarkan basis akrual, yang berarti pendapatan 

dan beban dicatat pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. 
Laporan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai aktivitas keuangan BPMP dengan 
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mencatat pendapatan dari hibah, pendapatan lainnya, serta beban operasional seperti belanja 
pegawai, penyusutan aset, dan beban operasional lainnya.  

Karena LRA menggunakan basis kas dan LO menggunakan basis akrual, perlu dilakukan 
pemeriksaan terhadap kesesuaian antara kedua laporan ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam 
pencatatan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pencatatan penyusutan aset tetap, 
yang harus dilakukan secara akurat agar mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari aset 
yang dimiliki BPMP. Selain itu, pengakuan pendapatan berbasis akrual harus dipastikan sudah 
sesuai dengan waktu terjadinya hak atas pendapatan tersebut. 

 

 
 

Gambar 3. Tabel Laporan Operasional 31 Desember 2023 
 

4. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BPMP disusun dengan basis akrual, yang menggambarkan 

perubahan ekuitas akibat surplus atau defisit dari Laporan Operasional (LO). LPE menyajikan saldo 
ekuitas awal, surplus/defisit tahun berjalan, serta penyesuaian lainnya yang mempengaruhi jumlah 
ekuitas BPMP. Karena laporan ini sangat bergantung pada hasil dari LO, maka jika terjadi kesalahan 
dalam pencatatan pendapatan atau beban dalam LO, hal tersebut akan berdampak langsung pada 
LPE.  

Oleh karena itu, kesesuaian saldo ekuitas antara Neraca dan LPE harus diperiksa secara 
cermat untuk memastikan bahwa perubahan ekuitas telah dicatat dengan benar. Selain itu, 
perbedaan akibat pencatatan berbasis kas pada LRA dan berbasis akrual pada LO perlu dianalisis 
lebih lanjut agar tidak terjadi ketidaksesuaian antar laporan yang dapat mempengaruhi transparansi 
dan akuntabilitas laporan keuangan BPMP. 
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Gambar 4. Tabel Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023 
 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian penting dalam laporan keuangan 

BPMP yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, 
rincian transaksi, serta informasi lainnya yang tidak dapat disajikan secara rinci dalam laporan 
utama. CALK menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan, metode akuntansi yang 
digunakan, serta penjelasan lebih lanjut mengenai setiap pos dalam laporan keuangan.  

Salah satu aspek penting dalam CALK adalah pengungkapan kebijakan akuntansi berbasis 
akrual yang diterapkan BPMP, termasuk metode pencatatan pendapatan, beban, aset, dan 
kewajiban. Oleh karena itu, CALK harus dapat mengungkapkan secara jelas bagaimana BPMP 
menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan bagaimana transisi dari basis kas ke basis akrual 
diterapkan dalam pencatatan keuangan. Jika ada penyimpangan dari standar akuntansi yang 
berlaku atau kendala dalam implementasi akrual, informasi ini juga harus diungkapkan dalam CALK 
agar transparansi laporan keuangan tetap terjaga. 

Secara keseluruhan, laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah 
mengadopsi prinsip akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. 
Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, seperti penyesuaian antara LRA 
yang berbasis kas dengan laporan lain yang berbasis akrual, pencatatan aset tetap dan 
penyusutannya, serta pengakuan pendapatan dan kewajiban berbasis akrual. Dengan perbaikan di 
aspek-aspek tersebut, laporan keuangan BPMP dapat lebih akurat dalam mencerminkan kondisi 
keuangan yang sebenarnya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan publik. 

 

Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 
dalam laporan keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
Laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan 
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
telah mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, meskipun masih terdapat beberapa 
tantangan dalam pelaksanaannya. 

Secara umum, laporan keuangan BPMP telah menunjukkan peningkatan dalam transparansi 
dan akuntabilitas, terutama dalam mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat dibandingkan 
dengan sistem berbasis kas yang sebelumnya digunakan. Namun, masih ditemukan beberapa 
kendala seperti pencatatan aset tetap dan penyusutan yang belum sepenuhnya optimal, 
inkonsistensi antara laporan berbasis kas dan akrual, serta keterbatasan dalam sistem informasi 
akuntansi yang digunakan. Oleh karena itu, untuk memastikan implementasi yang lebih baik di masa 
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mendatang, BPMP perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami 
akuntansi berbasis akrual, mengoptimalkan sistem informasi keuangan, serta memperbaiki 
pencatatan aset dan kewajiban. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kualitas laporan keuangan 
BPMP semakin meningkat dan dapat berkontribusi dalam pengelolaan keuangan publik yang lebih 
transparan dan akuntabel. 
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